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Penyampaian Pemenuhan
Dokumen lmplementasi
Pengendalian Gratifikasi

Pangkalan Bun, ej Apri|2022

Kepada

Yth. Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) Kabupaten
Up. Kepala lnspektorat

Kabupaten Kotawaringin Barat
di-

Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten

Kotawariingin Barat Nomor :7001256N-cl22llTDA tanggal 18 April 2022

tentang Pemenuhan Dokumen lmplementasi Pengendalian Gratifikast

Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat, maka bersama ini kami sampaikan

Dokumen lmplementasi Pengendalian Gratifikasi) pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan bahan

seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NGIN BARAT,

B AO AN

(i.SBAIG 0A[P0t*
Tingkat I

199403 I 010



PEMERNTAH KABUPATEN KOTAI,VARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

.fL J-d. atdaa t{o. llftlqcr (OCga)2flC -rd : lrr.-rf|.o!-t-.-gir-{.qtr
PANG!</ALAN BL'N 71111

KEPUTUSAN KEPALA BADAIY KESATUAIT BANGSA DAN POLITIK
I(ABT'PATEN KOTAWARINGIN BARAT

IYOMOR z SOAILL /xrsaarcrl2g22

TENTANG

PEMBENTUI(AN UITIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BN)AN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I(ABUPATEIT KOTAWARINGIIT BARAT,

Menimbang a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraarl
negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme di lingkungan Badan Kesatuan bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringrn Barat perlu
adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan
maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan
dari integritas pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2Ol9
tentang Pelaporan Gratifikasi, Pemerintah Daerah
wajib membentuk Unit Pengendali Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawarlngln E alat
tentang Pembentukan unit Pengendali Gratifikasi di
Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat l.Undang-UndangNomor2TTahun1959tentang
Penetafan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
lg53tentangPembentukanDaerahTingkatlldi
Kalimantan ft*rnb"r^r, Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9l Sebagai Undang-Undang
(I.embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun1959
i,lo-o, 72, ramtatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 'Tahun 2001 itembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 134,
Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberanta.san Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 425q sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2Al9 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Incionesia Nomor 6aO9) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
qatracrairnana fclah dirrtralr trahernna lrali tcreTzhir.r\4,

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarnhaharr Lembaran Negara Repr-rl:rlik Incl-onesia
Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
m_..-t-_1_--_ r ---^1-.----- rT----_ n_--,.t_t:l r-_.,-____.:-lir.tllUir.Ilir.Il tJEltlUArart rlCB,irlla I\CptIUlI]r. lIlLlUIlCsla
Nomor a89O);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 387 4l sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOI (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 137, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250l. sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2Al9 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a09);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaim.ana telah diubah beberapa kd, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58,
Ta:nhafta:r Lembara:r Negara Repr-rblik Incl-onesia.
Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambaham kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a89O);



8' Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2o2r tentangDisiplin pgSalvai Negeri Sipil ff**U*"" NegaraRepublik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2,Tambahan 
. 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6Tt8);

9. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun zarr tentangPedoman pembinaan Dan peng.*""", plmerintahan
laerah (Lembaran Negara nepirutit< tndonesia Tahun2Ol7 Nomor Zg, Tambahan L,embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6aO\;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2o1g tentangstrategi Nasionar pencegahan Korupsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201g Nomor iOS);

1 1. Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor si Tahun 2or4tentang Pedoman pembangunan Tana Integritas
Menuju wilayah Bersih Dari Korupsi Dan wit"v"rt
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian / I*mbaga dan pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1g13);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, No
20361 sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018, Nomor l57l1'

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2OL9 tentang Pelaporan Gratilikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1a38);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat
Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah {I-embaga Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2A1.9 Nomor 1);

1"5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lrmbaga Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 98);

-



Meneta.pkan

KESATU

KEDUA

KEfIGA

16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2O2A tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, T[rgas Pokok dan
Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringrn Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringrn Barat Tahun 2O2O Nomor 45);

MEMUTUSKAN;

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
n- l--- rz---r----- - l--- n-l:a:l- t7-a---Dauarr fr.eM.Luarr rfir.rrt$a uarr rullllr( nauupaLerr
Kotawaringrn Barat, dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan
laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri,
Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;

O l/foaa'ima rl^- 
-o-^^.lai-iof*noil.aa 

lanarana. trlvtlLrutlq uql lrrutrSaurtIrrouqollBt laPvtar

penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri,
Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya
melaporkan penolakan Gratifikasi;

3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada
I Tnif Pancranrlali flrafifilzqai II lp(.}l l(ahrrnaten

^ v-^bvr^us

Kotawaringln Barat;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara

periodik kepada (UPG) Kabupaten Kotawaringrn Barat;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan

dan penolakan Gratilikasi ct-an usr-rlan kebija-kan
Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi
masing-masing;

6. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada
pihak internal dan eksternal di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin
Bara!

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka
pengendalian Gratifi kasi.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) cq. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.



KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal zs April 2422

KTPALA BAIYGSA DAIT POLITIK
BARAT,

FAGANTI
Tingkat I

1 199403 1 010

KESOA}IG OAII POLIIIK
BAOAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAIA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 3OO I aL /KESBANG.I/ 2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAIT PERSOITIL UNIT PEIYGENDALIAIT GRATIFIKASI PEMBANTU
DI LITTGKT'ITGAIT BAI'AN KESATUAIY BAITGSA DAIT POLITIK

KABI'PATEIT KOTAITARIITGIIT BARAT

KEPALA BADAIT BAITGSA DAIY POLITIK
D AE) A'TTlrau\r.lr,

FAGANTI
tlrrgkat I
L994o,9 1 010

UJ
(L

\

NO NAMA / JABATAN JABATAI{ DAI,AIYI
SATUAIT TUGAS

1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringrn Barat

Ketua

2 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringln Barat

Sekretaris

3 CHRISTINCE, S.I.P Anggota

4 GEGER SUHARMONO, SP, MP Anggota

5 MUSTAWAN LUTFI, SH,MH Anggota

6 RAKHMAN ADI, SE Anggota (Ar.lmin)

7 TRIAS AGUNG WIBOWO, SE Anggota



Fomat 5: lden{tfikast titik rawan praktik gredfikasi

LAPORAN REALISASI ]MPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
IDENTIFII(ASI T]TIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKA9I

ln6tansi
Waku Monev

'PEnilaian untuk kolom (.1):

1: Tidak P.mah Tsrjadi

2: Pemah Todadi
3: Jarang Tsi€di
4: Sarin! Terisdi

5: SangEt Sering Tsrjadi

Badan Kesatuan Bangsa d8n Politik
Triwulan I

'. Penil.lan untuk kolom (5):
1: Tld6k BoIarti
2: K6cil
3: Ssdang
4: B€sar

5: B€ncana

"'Apabila hasil porkalirm adalah:
1.5: Levol Rbiko Rendah
6-1 1: Level Risiko S€dang
12-25: Lovel Risiko Tinggi

- FangkalanBun,llt Apil2922

- 
KetueUPG P.mbentu

Badan Kecatjin,Sanlr.a dan Politik
Kabupatcn Xqarvr fi ngin Barat

,;1,,:,,:,o,li V/-n/'
E,
UJ
(L

Drs. EDIE FASANTI

No
Rirlko

Jenlc Keglaln Ee.pot nri
crollfllltl

(s€bud(.n jonis k.ellt n dl hltrnci
brpaUibu ysng trrrpobnrl torjrdinrE

gr.tlf{k.ri)

Pot.nrl Trrlrdlnye
Orutlf,llri

(s.butbn aktvfiEs lrang
b.rpot nsl tsrr.dlnya

gntlf kGyb.rd8arIan pada
kolom (2))

Probebllitas Potensl Or.tllkasi
(Ssbutkan tinfkrt

komungkinan potanli
grrt'frkasi poda kobm (3)

b€nar-bGnar terlrdl)

Damprk Xcrughn Cr.tafr kasl
(Sobutkan lingkat

da mpaklkaruglan twhadap
ifi ihnsi Ekh.t tBrjrdinye
gr|tifikrsi p.dc kolom (3))

Level Rlsi*o
Gr.tillkasi

(Perkalian sngka prdr
kolom (4) dongan rngk!

p.da kolom (5))

Faltor Penyebeb
(S.butksn k6mungkintn
kaolatrn yrng m€nyebrbktn
Umbulnya qratiikasi
sabagllmrna toebut dihm
kolom (3))

Sistern Pengondalian dan pengawasern yeng ada
(Sobuu(an p6ngondalian atau kotontuan LlulPerda dll

yang dapat msninimalisir potonsi gratifikarl/suap yang
telah dl id.ndfikasl pada kolom (:l))

Rencana

MitignsUPerbaikan
($butkEn kamungkinn
kegiatan,/!ng mungkin

dilaklrkan untuk
menanggu bngi gratifi kasi
gsbaqaimirna dlsEbutkan
D.da koft,m (3) dsn (7)

1 a 4') 6*.) 6

1-5 1-5
4xs

R6ndah/Sedano/TiM6l
01 Pangadarn Barang dan Jasa

Pomsrlnbh
Men.xima gratiff krsi seb6lum,
solalns, dsn/8tau sotelah proses,
pengadaan barang dan ias.

2 (Pcmah terradD
Pengadaan bareng dan hor,
khu$Bnya pekorjaan boEng dan
1.s., anbla lain pomb€litn yang Ud.k
dipsdukan.

1 fiidak Bonit)
Kerugi6n terhrd.p mgE ran yang lonng
secual

2
Lev€l risiko rondrh

Kunng Pemahaman
tenbng Gratlfikrsi Pclrku PBJ
OPD;
2. Bolum Optimalnye
lmplemnt !i Psratunn t rkait
GEtilikasi;
3. Kurang transparannyr
dahm pros€s psrencdnaan
p€ngrdaan barang d0n lrm

1. Peraturan Bup.t No 15 Tahun 2019 tentang
p€ngendallan grf,tillk ei;

2. Surat Keputile.n Bupoti Kobar No. 212 Trhun 2021
tcnbng p€netrprn gBtEm Ponanganan Penglduan
(Whbtloblo,ring Syliom) dilingkungan P€mlcb. Kob.r.

.S6ialisasi trntang
p.ngendalirn Grallfl ka3l
seatra berkrih
2. Trrnspnft,nsl
peEncanratr drn
p€llksanaar, PBJ;

Layanan Rskomondasl lzin Ponolilian,
L.yanan Pondatt ran Lrorltbs
Organic.sl Komar,yarukatln dan
Lryanan Poncatattn Organi3asi
Kem.syaEkatan

slarna, drn/atau sotehh prGo!'
layanrn

1 Oidak Pornah Porjadi,
Prosos permohman dan layanan
Rokomondrsi lzln Penol lilan,
Layanan Pendatlaran L(Erlilrg
Organissi KemasyarakaEn dln
Layanan Prncatatan Omrnlglrl
Kema3yarakatan sngd ranbn
tertsdap adanya pombadtn
gratfikasi, anbra lain dHoranakrn
kurang borka6, pormohon.n tldsk
s€3uei peruntukrn, ingin c.p.t
ditorbitkan d8n adanya l(.psntlngan
kelompok iertiontJ .

I (Iidak Eer.ttll
Tidal tertlbny. .dministnsi d.n produk

layanan. Ap{bilr t$ledi gEtifikssi *m
m€ny€bsbksn kurrngny€ rcnitorint Ormrg dan

merusak citn posltif pererint.h.

2
Lovol rBlko rendah

Belum memiliki Ko,le Etik
pelayenan

2. Kurangnya pengovrsan
lntamel iilkrft iiandrr
pola),anan.
3. Ad.nya tekanan dltl pih.k
brtontl torhedap lay&nan
yang arukan.

1 . P€rsturan Pomorint h Nomor 4l Tahun 2006 tenbng
Ped:inan Mshkukln K€Cirt n Peneliuan drn
Pomngombangrn Ergi Porguruan Tlnggi Arilng,
Lambaga Penelitian dan Pengombangan A!he, Bldan
Usaha Asing dar OEng Asing.
2. Peraturan Menbrl Dalam Nagori Nomor 7 Tihun 2014
tentrng Porub€hrn.hs Peratur.n Monlori o.hm NLgeri
Nomor 64 Tahurr 201 1 tentang Podoman P.nanlban
Rokom6ndasi Psnelldan.
3. Poraturan Guharnur K.llm6ntan Tongah Nomor 59
T6hun 2008 bntrng T.t Cara Pemborian leln Penelilian
/ Pendataan bagi rctlap lnrtansi Pomorintah maupun
l.lon Pemerintah.
4. Undang-Und.ng Rapubllk lndonssia Nomol 16 Tlhun
201 7 Tontrng Pilnotrpan Paraturan Pemorlntrh
Pangganti Undsne-Undang Nomor 2 Tahun 201 7

Tentlng Porubahan Atrs Undang-Undang tlomor I 7
Tahun 2013 Tentang Organissi Kemasyamffin
M6njadi Undang.undang.
5. P6tahrEn Buf.ti No 15 Tahun 2019tantrng
p€ngondalian gr0Ulikasi;
6. SuEt Kopuirsan Bupali Kober No. 87 t hun 2O2l
tentEno Pedoman Ponangrnan B€nturan K0pontingon di
Lingkungan Pomkab Kobar.
7. Standart Polayrnan dan SOP unit pelaya,En:

1. M.nyusun Kode Etik
Palayanan
2. Mon€v setro bork{la
tedoit stindff p€layanan
3. FGD Poqlendrli.n
Gralifikasip{ldr unh
pelalamn.

* Y.ES

NtP. 19650802 1911403't 0'10
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Format 6: Mitigasi Risiko datam knitoring tindak lanjut tehadap hasil pemet*nrtdentifikasititik rawan praktik grafifikasi

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKAS!
MITIGASI RISIKO DALAM MONITORINGTINDAK LANJUT TERHADAP HASIL IDENTIFIKASITITIK RAWAN GRATIFIKASI 1

lnstansi
Waktu Monev

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Triwulan I

a

t

No.
Risiko Peristiwa Risiko Rencana Mitigasi/Perbaikan

yang Dllakukan
Plc Deskripsi Kegiatan

% Progres
Tlndak Lanjut

Nilai (Skor) setelah dilakuken perbaikan

KeteranganrProbabilitas
potensi gratifikasi

Dampak Kerugian
Gratifikssi

1 3 4 5 6 7t gr* g.x r 10

(Risiio yang di Mitigasii-- (Berdasarkan rencana
mfigasi/perbaikan)

(pelaksana/penan ggu n gjawab
rencana mi{gasi

(Uraian Bentuk Kegiatan mitjgasi) ..% 1-5 1-5 (7) x (8)

Rendah/Sedarrg/
Tinssi

(SeleBai/belunl
selesai,

kendala/hambat,rn)
001 GratlflkErl pada Pengadaan Barang

dan Jass Fromerintah
l .Sosialisasi tentang peng€ndalian
Gratifikaei secara herkala
2. Transparansi pot6ncanaan dan
pelak6anaan PBJ;

1. Sekretaris/Tim UPG Pembantu
2. Petabat Pengadaan, PPTK dan
PA Dinas /Badan.

1. Soqiahasi Pengendaftan
Gratifikasi kepada ASN di
Lingkungan Dinae8adan setiap
semelter.
2. Unlt k€rja p€rencanaan P&,
dan ldang PBJ sesuai dengsn
k€tentJan

1. 51o/o

2. 1O0o/o

2 (pernah terjadi) 1 (Tidak Beradi) 1 (rendah) 1. Sosialisasi barlr
dilaksanakan untuk
semester I

2. PBJ telah
dilaksanakan

002 Gratifikasi ;nda Layanan
Rekomendasi lzin Penelitan,
Layanan PEndaftaran Legalitas
Organisasi Kemasyarakatan dan
Layanan PBncatatan Organisasi
Kemasyararkatan

1. Menyusun Kodo Etik Pelayanan
2. Monev secara borkala terkait standar
pelayanan
3. FGD Pengendalian Gratilikasi pada
unit pelayanan.

1 . Sekretaris/sekretarilt
2. Bidang yang melakeanakan
Monev.
3. SekretarislTim UPG Pembantu

1. Menetapkan kode etik
pelayanan.

2. Monev pelayanan OPD
dilaksanakan setiap semester

Oa/o

2. Ao/o

I (tidak pernah terjrrdi) 1 (Tidak Beradi) 1 (rendah) 1. Kode etik belurn
dibuat.
2. monev baru akan
dilaksanakan seterlah
s€mester I

'Penilaian untuk kolc,m (7):

1: Tidak Pernah Terjadi

2: Pernah Terjadi

3: Jarang Terjadi

4: Sering Terjadi

5: Sangat Sering Terjadi

- Penilaian untuk kolom (8):

1: Tidak Berarti

2: Kecil

3: Sedang

4: Besar

5: Bencana

"'Apabila hasil perkdian adalah

1-5 : Level Risiko Rendah

6-1 1: Level Risiko Sedang

12-25: Level Risiko Tinggi

Pangkalan []un, April2Q22

Ketua UPG Pembantu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Level Risiko
Gratifikasi

Barart
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I.AMPIRAN 1

LAPORAN REKAPITU LASI PEN ER I M,AAN GRATI F I KASI

NAMA OPD : tsADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.

Pegawai Negeri/Penyeletn ggara Negara Femberi TempatMaKu
Penerimaarr
Gratifikasi*)

Bentuk
Penerimaanr')

Nilai(Rp)

Penyaluran
Keterangun
(Kronoloellg
Penerima,rn

Gratifiksi srarta
Dokumentusi)

Nama Alamat Jabatan Nama Jabatan Tanggal Penerima Alamat

r

PangkalanBun, April2022

KEPAI.A BANG$A DAN POLITI}(
N.BARAT,

1 010

a
UJ
o-

,*
*

1

') Tempat Penorimaan :

1. Rumah Penorlma

2. Kantor Penetlma

3. Rumah/Kantor Pemberi

4. Tempat lain

") Bentuk Penetimaan:

1. Uang

2. Tanah

3. Kendaraan

4. Surat Berharga

5. Tiket Perjalanan/Akomodasi

6. Pengobatan

7. Perjalanan Wreata

8. Pinjaman tanpa bunga

9. Souvenir/ bar.rng antild barang berharga

10. Lain-lain (tuliskan urahnnya)

t-\

BAOA
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Format 1: Diseminasi media sosra/lsasl pesan antigratifikasi

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKAS!
DISEiiINASI MEDIA SOSIALISASI PESAN ANTI GRATIFIKASI

lnstansi
Waktu Monev

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Triwulan I

Jen is/Media Sosial isasi Lokasi Bukti PendukuNo.

r uEli0tlxGnAtFtAal 1
l-uLA11ggltru(lt'xt $ 'l

: :RAE{ Or aoila l*tEOarYAl.r;i, Avaa E*i &oegtttw
WtL ,AH 3IFO*FSEE*I'u'A{'

fr#

Ruang Loby Kantor'l Standing Banner "Stop
Gratifikasi Menolak gratifi kasi
Dalam Bentuk Apapun".

*'a!a-Bt*t!rrlaI

tr
a

a'-*.' . o ',d
- : :5r

o.

iiii-riiia-x**rar*
-..!..,stq-4#!r.d--6-ls

*i.r*ar,t**rx"<9q-ffi#*m@

i'r*rsuE>ubmEb.*6F{i-#'r_
aI*Es*dffist,4
.@rsa

Facebook Dinas
Badan

informasi tentang Pengertian
Gratifikasi pada laman facebook

resmi Dinas/Badan
Link:
https :llwww.facebook.co m/kes

bangpol.kobar.glpostsr3l 20381

31005142

2

Pangkalan Bun,l-l APnl 2022

Ketua UPG Pembantu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kotawaringin Barat
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